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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka peneliti dapat menari kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 

tentang ketertiban sosial terhadap penertiban anak jalanan belum berjalan 

sebagai mana mestinya karena gelandangan dan anak jalanan masih 

banyak, bagi penegak hukum dalam penindakan yang dilakukan oleh dinas 

sosial bersama kepolisian pamong praja kota pekanbaru masih belum 

maksimal, hal ini didukung dengan minimnya rumah singgah atau yayasan 

milik pemerintah yang disediakan sebagai tempat rehabilitasi dan 

pembinaan, sehingga anak jalanan masih saja ada dan bertambah banyak 

terutama di daerah kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru. Dengan 

ini jelas bahwasannya pemerintah belum serius dalam menerapkan 

Peraturan Daerah Nomor 12 tentang Ketertiban Sosial terutama bagi 

penertiban anak jalanan. Meskipun pemerintah kota telah melarang namun 

anak jalanan masih saja dengan bebas melakukan aksinya disekitar 

kecamatan marpoyan damai dengan berasalan tidak adanya tempat tinggal 

dan pekerjaan lain. hendaknya pemerintah lebih serius lagi terhadap 

penertiban anak jalanan. 

2. Faktor penghambat implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 

12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial terhadap penertiban anak jalanan 
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adalah masih lemahnya isi peraturan daerah dalam menertibkan anak 

jalanan, seperti di Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang 

ketertiban Sosial bahwa penertiban dan pembinaannya tidak dibarengi 

dengan fasilitas yang layak buat menampung anak jalanan tersebut. Dan 

juga kurangnya pendanaan terhadap pelaksanaan pembinaan sehingga 

tidak terlaksa dengan maksimal pembinaan dan rehabilitasi terhadap aank 

jalanan  prosedur kerja yang tidak terjadwal yang dilaksanakan oleh dinas 

sosial dan kesatuan pemongpraja kota pekanbaru, dan kurangnya 

pemahaman pegawai pelaksana yang tidak ada pelatihan khusus dalam 

pelaksanaan penertiban anak jalanan. 

 

B. Saran  

1. Seharusnya Pemerintah Daerah memberikan solusi yang tepat terhadap 

penindakan anak jalanan, seperti memberikan penyuluhan dan 

memberikan keterampilan agar mereka bisa berusaha tanpa meminta-minta 

uang dilampu merah, dipersimpangan dan dirtempat umum, 

mempertimbangkan tempat strategis serta mensosialisasikan Peraturan 

Daerah dan memasang plang-plang yang berisikan larangan 

2. Untuk Pemerintah daerah diharapkan menyediakan anggaran khusus untuk 

fasilitas dan tempat rehabilitasi yang memadai untuk Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama anak jalanan, dengan ada anggaran 

yang dikeluarkan oleh APBD pemerintah Provinsi sehingga dapatnya 

terlaksana dengan baik baik itu rehabilitasi, pembinaan maupun tempat 

tinggal untuk anak jalanan. 
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3. Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dan Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan 

mampu memaksimalkan penggunaan dana yang ada, bekerja sama dengan 

Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam meningkatkan jumlah 

anggaran guna pembangunan panti sosial yang lebih banyak, dapat 

menggali dan meningkatkan potensi sumberdaya masyarakat, instansi 

terkait dan perusahaan yang berkedudukan di Kota Pekanbaru untuk 

berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan anak jalanan yang ada di 

Kota Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


